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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

JI. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421/ 40,8 /KP2TSP/2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA ISLAM QOTHRUNNADA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

: a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pendidikan anak-anak yang memerlukan
pelayanan khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu adanya Sekolah Luar

Biasa;

b. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Pemberian Izin
Operasional Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Luar Biasa (SLB) Islam

Qothrunnada layak untuk diberikan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang pemberian Izin Operasional Sekolah

Luar Biasa (SLB) Islam Qothrunnada.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor

827);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Nomor. 4586);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undanrg-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Perarturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengabh;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Luar Biasa;

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Standar Kepala Sekolah Luar Biasa/Pendidikan Khusus;

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nur Aini Nomor: 04/YADINA/XII/2015
tertanggal 1 Juni 2016;

2. Hasil Telaah Laporan Tim Verifikasi Pemberian Izin Operasional Sekolah Luar
Biasa Islam Qothrunnada oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 421/06467 tertanggal 5 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Operasional bagi SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ISLAM

QOTHRUNNADA yang beralamat di Glagah Lor RT 02, Tamanan, Banguntapan,
Bantul;

Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya
diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB) Islam
Qothrunnada dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala;
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Ketiga . Apabila ternyata dikemudian hari pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud

diktum Kesatu dan Kedua tidak sesuai dengan peruntukan atau dipergunakan untuk
kegiatan lain, maka izin operasional akan dicabut;

Keempat . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di . Yogyakara
Pada tanggal : 28 September 2016

r. Suyata
520 189003 1 01

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

. Bupati Bantul;

. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;

. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul,

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul;

. Ketua Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nur Aini.

CENDOAWN
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